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ABSTRAK 

Pasca disahkannya PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman 
mengadili perkara Dispensasi nikah yaitu terjadi perubahan dimana Hakim 
Majelis menjadi Hakim tunggal dan juga Hakim tidak memakai atribut atau tidak 
memakai toga, dalam proses persidangan. Hal tersebut membuat anak tidak 
merasa takut dan tidak merasa tertekan maupun terpojokkan pada saat 
pemeriksaan berlangsung. Pada faktanya yang  dispensasi nikah setiap tahunnya 
semakin meningkat, sebanyak 98% karena hamil diluar nikah. Hal tersebut 
membuat pemerintah menjadi semakin resah dan mengeluarkan berbagai macam 
aturan untuk meminimalisir hal tersebut,  

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengapa terjadi perubahan 
dari Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal dalam perkara dispensasi nikah, 
Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap perubahan dari Hakim Majelis 
menjadi Hakim Tunggal, apakah adanya Hakim Tunggal ini sudah sesuai dengan 
Tujuan Hukum Islam yaitu sesuai dengan Maqashid Syariah atau belum, apakah 
dengan adanya Hakim Tunggal ini proses mengadili Perkara Dispensasi Nikah ini 
menjadi efektif, dan juga apakah faktor penyebab terjadinya dispensasi nikah. 
Penelitian ini dilakukan secara langsung di Pengadilan Agama Sleman atau 
penelitian Lapangan (Field Research), penulis menggunakan metode deskriptif-
analisis dalam penelitian ini, kemudian penulis mengaitkan Perubahan Hakim 
Majelis menjadi Hakim Tunggal ini dengan menggunakan Teori Perspektif 
Maqashid Syariah yaitu memelihara Agama, Jiwa, akal, Keturunan dan Harta. 

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa alasan dibalik adanya 
perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal ini ialah karena perkara 
Dispensasi Nikah ini dianggap perkara yang ringan bisa disamakan dengan 
Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri dan tidak adanya lawan 
jadi bisa disamakan dengan peradilan anak karena subjeknya adalah anak. Penulis 
mendapatkan bahwasannya adanya Hakim Tunggal dalam perkara dispensasi 
nikah ini sejalan atau tidak bertentangan  dengan Maqashid Syariah yaitu 
memelihara Agama, Jiwa, akal, Keturunan dan Harta. Dengan adanya Hakim 
Tunggal ini anak akan lebih leluasa tanpa adanya rasa takut dan tekanan dalam 
memberikan keterangan di persidangan. Selanjutnya berdasarkan faktanya 
memang Hakim Tunggal ini dirasa sangat efektif dan efisien, dengan adanya 
Hakim Tunggal ini tidak membuat kasus dispensasi nikah meningkat. Faktor 
penyebab terjadinya dispensasi nikah ditemukan di PA Sleman sebanyak 98% 
karena Hamil dan yang melatarbelakangi hal tersebut adalah pergaulan bebas. 

Kata kunci : Dispensasi Nikah, Maqashid Syariah, Hakim Tunggal, Peraturan 
Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Sleman 
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༐༏﷽༑༒  
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MOTTO 

Lebih baik gagal karena mencoba daripada tidak pernah mencoba 
sama sekali, karena hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan 

pernah dimenangkan. 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan 

transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik 

Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah 

sebagai berikut : 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ b be ب

 Ta’ t te ت

 ’Tsa ث
s es (dengan titik diatas) 

 Jim j je ج

 Ha’ h ح

ha (dengan titik 

dibawah) 

 Kha’ kh Ka dan ha خ

 Dal d de د

 Zal z ze (dengan titik diatas) ذ
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Ra’ r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy Es dan ye ش

 Sad s ص

es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad d ض

de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta’ t ط

te (dengan titik di 

bawah) 

 Za’ z ظ

zet (dengan titik 

dibawah) 

 ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain g ge غ

 Fa’ f ef ف

 Qaf q qi ق
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Kaf k ka ك

 Lam l ‘el ل

 Mim \ m ‘em م

 Nun n ‘en ن

 Wau w w و

 Ha’ h ha ه

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya’ y ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

 ditulis Muta’addidah متعددّة

 ditulis ‘iddah عدةّ

 

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 ditulis Hikmah حكمة
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 ditulis ‘illah علةّ

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ’ditulis Karāmah al-Auliyā كرامةالأولياء

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah 

ditulis t atau h. 

 ditulis Zakāh al-Fitri زكاةالفطر

 

D. Vokal Pendek 

 Fathah ditulis a فعل

fa’ala 

 Kasrah ditulis i ذكر

zukira 

 Dammah ditulis u يذهب

yazhabu 
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E. Vokal Panjang 

1. Fathah+alif 

 جاهلية

Ditulis 

ditulis 

a 

jāhiliyyah 

2. Fathah+ya’ mati 

 تنسى

Ditulis 

ditulis 

a 

tansā 

3. Kasrah+ya’ mati 

 كريم

Ditulis 

ditulis 

i 

karīm 

4. Dammah+wawu mati 

 فروض

Ditulis 

ditulis 

u 

furūd 

 

F. Vokal Rangkap 

1. Fathah+ya’ mati 

 بينكم

Ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

2. Fathah+wawu mati 

 قول

Ditulis 

ditulis 

au 

qaul 
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G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 ditulis A’antum أأنتم

 ditulis La’in syakartum لئن شكرتم

 

H. Kata Sandang Alif+Lam 

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, namun 

dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang 

diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

Qamariyah. 

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya 

 ditulis Al-Qur’ān القرأن

 ditulis Al-Qiyās القياس

 

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya. 

 ’ditulis As-Samā السّماء

 ditulis Asy-Syams الشّمس
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I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 ditulis Zawī al-Furūd ذوالفروض

 ditulis Ahl as-Sunnah أهل السّنةّ

 

J. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah 

huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh : 

-Syahru Ramadhān al-lazī unzila fīh al  شهر رمضان الذّى أنزل فيه القرأن

Qur’ān 

 

K. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada : 

a. Kosa kata bahasa Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat 

dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat 

dan sebagainya, 
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b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan 

sebagainya. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh dan sebaginya, 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Mizan, Hidayah, taufiqm Al-Ma’arif dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan dalam nash (Al-Qur’an dan Sunnah) menyatakan 

bahwa ikatan lahir batin antara dua insan sebagai pasangan untuk 

menciptakan keluarga (rumah tangga), yang bahagia, sejahtera, damai, 

tentram, sebagaimana yag diisyaratkan dalam surah Ar-Rum 3:21, dan 

ayat-ayat lain yang berhubungan dengan perkawinan.1 Sejumlah nash (Al-

Qur’an dan Sunnah) yang membahas tentang perkawinan bahwa suami 

isteri adalah pasangan yang bermitra sejajar, yang karenanya mereka harus 

bekerja sama, saling melengkapi, saling menghargai dan melengkapi, tidak 

ada yang superior maupun inferior.2  

Pernikahan dari sisi sosiologis adalah menyatukan dua keluarga 

besar antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang kemudian 

dipersatukan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sebuah ikatan.3 

Sedangkan Perkawinan menurut Undang-Undang yaitu dalam pasal 1 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan 

“Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah 

                                                             
1 Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., Hukum Perkawinan 1 dilengkapi perbandingan 

UU Negara Muslim Kontemporer, cet. Ke-2 (Yogyakarta : ACAdeMIA + TAZZAFA, Desember 
2013), hlm. 22 

2 Ibid, hlm. 26 
3 Ibid, hlm. 22 
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tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”4 

Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa 

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah.5 Dalam beberapa literature juga 

menjelaskan terkait tujuan dari perkawinan diantaranya : 

a. Memperoleh kehidupan keluarga Sakinah, Mawaddah, dan 
Rahmah 

b. Reproduksi/regenerasi  
c. Pemenuhan Kebutuhan Biologis 
d. Menjaga Kehormatan  
e. Ibadah (Khoiruddin Nasution, 2013).6 

 
Sebelum melangsungkan pekawinan calon pasangan suami istri 

harus terlebuh dahulu memenuhi rukun dan syarat perkawinan salah 

satunya yaitu usia perkawinan. Usia Perkawinan dalam Islam tidak 

ditentukan namun biasanya ketika sudah memasuki masa baligh yaitu 

sekitar 9-15 tahun. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 diatur usia perkawinan adalah 19 Tahun untuk laki-laki dan 16 tahun 

untuk perempuan.7 Namun direvisi dengan keluarnnya Undang-Undang 

No. 16 Tahun 2019 usia perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan 

sama-sama 19 tahun.8 Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa menaikkan 

usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya 

                                                             
4 Pasal 1  
5 Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
6 Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., Hukum Perkawinan 1 dilengkapi perbandingan 

UU Negara Muslim Kontemporer, cet. Ke-2 (Yogyakarta : ACAdeMIA + TAZZAFA, Desember 
2013), hlm. 43-53 

7 Pasal 7 ayat (1)  
8  UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan 



 3 
 

perkawinan pada usia anak, karena definisi anak menurut Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah seseorang 

belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Selain mengantisipasi 

pernikahan anak, menaikkan usia perkawinan bagi wanita juga bertujuan 

untuk menekan angka perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat dan 

berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta guna 

memenuhi hak-hak anak berupa hak tumbuh kembang yang baik, 

mendapatkan pendampingan dari orang tua, serta mengakses pendidikan 

setinggi mungkin.9  

Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama 

Sleman adalah karena menurut survey yang dilakukan penulis PA Sleman 

menerima banyak kasus dispensasi nikah disetiap tahunnya, seperti 

ditahun 2018-2020 berikut datanya: 

Tabel 1. kasus dispensasi nikah yang masuk dari tahun 2018-2021 

Pengadilan  2018 2019 2020 2021 

PA Sleman 96 perkara 128 perkara 279 perkara 147 Perkara 

 

Dari data diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 

Pengadilan Agama Sleman karena jumlah perkara yang masuk setiap 

tahunnya semakin naik. Salah satu faktornya yaitu dikeluarkannya UU No. 

                                                             
9 Rio Satria, “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang – Undang 

Perkawinan”, (ttp, 13 oktober 2019), hlm. 4 
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16 tahun 2019 tentang usia minimal kawin yaitu laki-laki dan perempuan 

sama-sama minimal 19 tahun. 

Dalam beberapa keadaan mengharuskan laki-laki dan perempuan 

menikah dibawah umur, biasanya itu dikarenakan salah satu faktornya 

yaitu hamil diluar nikah, Dalam keadaan seperti inilah laki-laki dan 

perempuan tersebut segera untuk menikah meskipun usia mereka belum 

cukup untuk melangsungkan perkawinan. Untuk dapat melakukan 

perkawinan bagi pasangan yang dibawah umur harus melakukan 

pengajuan permohonan dipensasi nikah terhadap pengadilan yang 

berwenang di daerah tempat tinggal masing-masing. Sebagaimana diatur 

dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan dalam 

ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat 

lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita” 

dengan kata lain bahwa pernikahan yang belum mencukupi usia minimal 

pernikahan dapat mengajukan permohonan dipensasi nikah. 10  

Sebelum disahkannya Perma No. 5 Tahun 2019, Hakim yang 

menetapkan untuk melangsungkan persidangan dispensasi nikah adalah 

berjumlah tiga orang atau Hakim Majelis, namun setelah adanya PERMA 

ini Hakim yang menyidangkan tidak harus tiga melainkan hanya satu 

orang Hakim atau Hakim tunggal. Seperti yang tertuang dalam pasal 1 

ayat (11) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

                                                             
10 Pasal 7 ayat (2)  
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Permohonan Dispensasi Nikah yang menyatakan “Hakim adalah Hakim 

tunggal pada pengadilan Negeri/Agama/Mahkamah Syar’iyyah”11. Dengan 

adanya PERMA ini bisa lebih efektif dan efisien dalam memutuskan 

permohonan dipensasi tersebut. Pemberian dispensasi nikah harus 

berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Hakim dalam 

pemeriksaan harus mendengarkan dengan baik permasalahan si anak dan 

mendengar keterangan pemohon. Seorang Hakim harus memberikan 

nasihat untuk anak agar si anak bisa membangun keluarga yang sakinah, 

mawaddah dan warahmah sesaui dengan tujuan dari pernikahan itu 

sendiri. Penelitian ini akan meneliti tentang adanya perubahan dari Hakim 

Majelis menjadi Hakim Tunggal dan juga efektivitas Hakim Tunggal 

dalam perpektif Hukum Islam yang dirangkum dalam skripsi berjudul 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HAKIM 

MAJELIS MENJADI HAKIM TUNGGAL DALAM PERKARA 

DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA 

SLEMAN TAHUN 2018 – 2020). 

B. Rumusan Masalah 

1. Mengapa terjadi perubahan dari Hakim Majelis menjadi Hakim 

Tunggal dalam perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan 

Agama Sleman? 

                                                             
11 Pasal 1 ayat (11)  
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2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perubahan Hakim Majelis 

menjadi Hakim Tunggal dalam permohonan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Sleman? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarka rumusan masalah maka, adapun tujuan penyusun untuk 

melakukan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui mengapa terjadi perubahan Hakim Majelis menjadi 

Hakim Tunggal dalam perkara permohonan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Sleman  

2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap 

perubahan hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal dalam permohonan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya terutama dalam 

bidang hukum perkawinan dan memberikan pengetahuan baru 

khususnya penetapan Hakim Tunggal dalam perkara dispensasi nikah. 

Dan untuk menjadi kajian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 

hukum khususnya Hukum Acara Dispensasi Nikah di Pengadilan 

Agama). 

2. Secara Praktis 
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Untuk memberikan pemahaman kepada praktisi maupun akademisi 

yang berhubungan dengan masalah dispensasi nikah. Dan memberikan 

pemahaman kepada masyarakat luas tekait masalah dispensasi nikah.  

E. Telaah Pustaka 

Kesatu, Skripsi Muhammad Ihsan Muttaqin (Mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2020) dengan judul 

“Hakim Majelis dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya Perma 

No. 5 Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Kabupaten Garut Nomor : 

68/Pdt.P/2020/PA.Grt).” dalam skripsi ini menjelaskan tentang adanya 

perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal dalam Perma No. 5 

Tahun 2019  tetapi pelaksanaan Perma tersebut tidak semua pengadilan 

melaksanakan Perma tersebut contohnya di Pengadilan Agama Garut, 

Dengan Putusan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Grt dan juga menjelaskan 

urgensitas Hakim Majelis dalam Perkara Dispensasi Nikah. Yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penyusun adalah dalam penelitian penulis berfokus pada tinjauan Hukum 

Islam terhadap Perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal yaitu 

dengan teori Maqashid syariah dan menggunakan pendekatan sosiologis. 

Adapun Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah 

membahas tentang perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal 

sesai dengan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan 

dispensasi nikah. 
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Kedua, Skripsi Defi Rahmi Fadhilah (Mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2021) dengan judul “Pendapat 

Hukum Hakim Tentang (Hubungan Terlalu Dekat) dalam menetapkan 

Perkara Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid syariah (Studi Kasus di 

Pengadilan Agama Tanjung Pati Pasca disahkannya UU No. 16 Tahun 

2019 Tentang Perkawinan).” Dalam skripsi ini menjelaskan tentang 

adanya permohonan dispensasi nikah yang disebabkan oleh hubungan 

yang terlalu dekat yang penurut penulis hal tersebut tidak terlalu urgent 

dan dalam mengabulkan permohonan tersebut harus disertai dengan 

kejadian lain seperti hamil diluar nikah atau telah berhubungan badan. 

Dalam skripsi ini juga menafsirkan hubungan terlalu dekat dengan 

perspektif Maqashid syariah dan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Yang menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan penyusun adalah sama-sama menggunakan perspektif atau 

tinjauan Hukum Islam Maqashid syariah. Perbedaan dengan penelitian 

yang dilakukan penulis adalah penulis peneliti perubahan Hakim Majelis 

menjadi Hakim Tunggal menggunakan perspektif Maqashid syariah. 

Ketiga, Skripsi M. Hadi Siswanto (Mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2010) dengan judul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama 

Yogyakarta Tahun 2006-2009).” Dalam skripsi ini menjelaskan tentang 

peningkatan data permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan 

Agama Yogyakarta pada Tahun 2006-2009 yang meneliti dengan Tinjuan 
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Hukum Islam yaitu dengan teori Maslahah Mursalah dan menggunakan 

pendekatan Yuridis dan Normatif. Yang membedakan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penyusun adalah tempatnya berfokus di Pengadilan 

Agama Sleman pada tahun 2018-2020 dan menggunakan perspektif 

Maqashid syariah. 

Keempat, Skripsi Santi Ayuk Marganing (Mahasiswa Institut 

Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta 2020) dengan judul “Pemberian 

Dispensasi Kawin Ditinjau dari Maslahah Mursalah (Studi Kasus di 

Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019).” Dalam skripsi ini 

menjelaskan tentang adanya pemberian dispensasi nikah yang ditinjau 

dengan Maslahah Mursalah atau pertimbangan Hakim dalam pemberian 

dispensasi nikah dengan Maslahah Mursalah dan juga menjelaskan dasar 

pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Dispensasi Nikah. Yang 

membedakan dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah penulis 

menggunakan teori Maqashid syariah sedangkan skripsi ini dengan teori 

Maslahah Mursalah. 

Kelima, Skripsi Muhammad Imaduddin Zikky (Mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2021). Dengan judul 

“Dipsensasi Kawin Akibat Takut Zina Dalam Perspektif Perma No. 5 

Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah 

(Analisis Penetapan PA Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/PA.Smp)”. 

menjelaskan tentang pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara 

Dipensasi Nikah dengan mudahnya mengabulkan permohonan tersebut 



 10 
 

dengan pertimbangan sudah berhubungan erat dan takut zina. Penelitian 

ini menggunakan studi pustaka menggunakan pendekatan Undang-

undang/yuridis. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tentang 

perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal dalam perkara 

dispensasi nikah dan menggunakan pendekatan normatif. 

Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya banyak yang 

membahas terkait dengan dispensasi nikah. Adapun uraian terkait persamaan 

penelitian kedua, ketiga dan keempat memiliki satu persamaan yaitu dispensasi 

nikah yang ditinjau dari Hukum Islam, Penelitian kedua menggunakan teori 

Maqashid syariah kemudian ketiga dan keempat sama-sama menggunakan teori 

Maslahah Mursalah. Penelitian pertama, kedua, ketiga dan keempat sama-sama 

menggunakan field research atau lapangan/empiris.  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sangat berbeda dengan 

penelitian yang penulis lakukan yaitu berfokus pada perubahan Hakim Majelis 

menjadi Hakim Tunggal sedangkan penelitian sebelumnya lebih kepada alasan 

terjadinya dispensasi nikah dan juga alasan Hakim terhadap permasalahan 

tersebut. 

F. Kerangka Teori 

Dalam pasal 1 ayat (11) PERMA No. 5 Tahun 2019 yang 

menyatakan “Hakim adalah Hakim tunggal pada pengadilan 

Negeri/Agama/Mahkamah Syar’iyyah”.12 Ini menunjukan adanya 

                                                             
12 Pasal 1 ayat (11)  
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perubahan dalam ketentuan penetapan Hakim dalam perkara dispensasi 

nikah. Sebelum adanya PERMA tersebut seperti disebut dalam pasal 11 

ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : 

(1) Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara 

dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 

hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. 

(2) Susunan hakim sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) terdiri 

dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.13 

Dalam tinjauan Hukum Islam terkait dengan Hakim Tunggal dalam 

perkara permohonan dispensasi nikah yaitu penyusun mengaitkan dengan 

teori Maqashid syariah.  

1. Pengertian Maqashid syariah 

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yakni Maqashid dan 

Syariah. Maqasid secara bahasa (maqsid) yang berarti apa yang dimaksud. 

Maqasid dimaknai juga menuju suatu arah dan tujuan yang lurus. 

Sedangkan Syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, atau 

jalan menuju sumber kehidupan. Imam al-Syatibi mendefinisikan Syariah 

sebagai hukum Allah yang mengikat para mukallaf dalam persoalan 

perbuatan, perkataan dan akidah yang secara keseluruhan termaktub di 

dalamnya. Gabungan kedua kata itu, secara subtansi dapat dimaknai 

sebagai tujuan nash dalam mensyariatkan suatu persoalan hukum.  

                                                             
13 Pasal 11 ayat (1) dan (2)  
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Menurut Istilah, Imam as-Syatibi menjelaskan tentang Maqashid 

syariah sebagai suatu kesatuan antara asal-usul hukum dan tujuan hukum 

Islam. Konsepsi hukum Islam sebagai tujuan hukum adalah kebaikan dan 

kemaslahatan umat Islam. Tujuan Syariah yang dimaksudkan Imam al-

Syatibi dikategorikan dalam tiga aspek yakni; dharuriyyat, hajiyyat dan 

tahsiniyyat. Sementara pendapat lain dari ahli ushul mendefinisikan 

Maqashid syariah yakni tujuan yang paling subtansial sekaligus tujuan 

akhir yang mesti diimplementasikan sebagai wujud realisasi pengamalan 

Syariah.14  

Orientasi Maqasid Syariah adalah kemaslahatan umat. Al-Syatibi 

membagi maslahah menjadi tiga bahagian. Pertama, Dharuriyyah 

merupakan derajat maslahah paling tinggi dikarenakan manusia tidak 

dapat hidup selain darinya. Dampak yang ditimbulkan dengan tidak 

terpenuhinya maslahah dharuriyyah, akan menyebabkan kerusakan di 

dunia dan akhirat. Tingkat kerusakan akan sesuai dengan maslahah 

dharuriyyah yang tidak dipenuhi atau hilang. Klasifikasi maslahah 

dharuriyyah di antaranya menjaga agama, jiwanya, keturunan, harta dan 

akalnya.  

Kedua, Hajjiyyah merupakan maslahah yang memberikan 

kemudahan, menjauhkan manusia dari kesulitan dan kesusahan dalam 

menjalani hidupnya di dunia. Tidak terpenuhi maslahah hajjiyyah tidak 

akan menyebabkan kerusakan di dunia dan akhirat, karena maslahah 
                                                             

14 Hamzah, “Telaah Maqasid Syariah Terhadap Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017 
Tentang Batas Usia Nikah”, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan IAIN Bone, Vol. 1 
No. 1 (Juni 2019), hlm. 76 – 78 . 
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hajjiyyah penekanannya lebih kepada keringangan (rukhsan) yang 

diberikan dalam masalah ibadah dan muamalat. Ketiga, Tahsiniyyah 

merupakan pelengkap atau penyempurna antara dharuriyyah dan 

hajjiyyah, yang pada subtansinya tahsiniyyah meliputi adat atau kebiasaan 

dan akhlatul karima. Prinsip Maqasid Syariah adalah kemaslahatan 

manusia sesuai dengan petunjuk nash, dengan memenuhi ketiga bentuk 

kebutuhan manusia yakni primer, sekunder dan tersier.  

Imam al-Ghazali (w. 505 H/ 1111 M) mengatakan bahwa maslahat 

adalah menarik manfaat atau menolak bahaya, yang merupakan esensi 

syariat. Esensi syariat ini terbagi menjadi lima, yaitu menjaga agama, jiwa, 

akal, nasab, dan harta manusia. Menurutnya, segala hal yang mengandung 

pemeliharaan terhadap lima asas ini adalah kemaslahatan. Sedangkan yang 

bertentangan dengan asas-asas ini termasuk mafsadat, sementara upaya 

menolaknya disebut maslahat (Ahmad Sarwat, 2019). 15 

2. Tujuan hukum Islam yang dirumuskan oleh Abu Ishaq ada lima yaitu : 

a. Memelihara Agama (Hifzh al-Din) 
b. Memelihara Jiwa (Hifzh al-Nafs) 
c. Memelihara Akal (Hifzh al ‘Aql) 
d. Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl) 
e. Memelihara Harta (Hifzh al-Mal) 

 
Yang kemudian disepakati oleh ilmuwan Hukum Islam lainnya, 

dan kelima tujuan dalam kepustakaan disebut juga Maqasid al-
Khamsah atau Al-maqasid al-Syari’ah (Dr. Mardani, 2015). 16 

                                                             
15 Ahmad Sarwat, Lc., MA, Maqashid Syariah, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih 

Publishing, 9 April 2019), hlm. 39-40  
 16 Dr. Mardani, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta : 
Pustaka Pelajar, februari 2015), hlm. 21-24 
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Penulis berpendapat bahwa dengan adanya perubahan Hakim Majelis menjadi  

Hakim Tunggal ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dengan adanya 

perubahan ini membuat anak bisa lebih leluasa untuk memberikan keterangan 

tanpa tekanan. 

3. Teori Maqashid syariah sebagai berikut : 

a. Memelihara agama (hifzh ad-din) dalam bingkai Maqashid syariah 

tidak hanya sampai pada memperjuangkan agama secara jihad. 

Memperkokoh tiang agama juga bagian terpenting dalam 

memelihara agama. Salah satu jalan memperkokoh tiang agama 

dengan menikah. Kaitannya dengan perkawinan, memelihara 

agama dengan menjadikan perkawinan sebagai jalan untuk 

mendapatkan pendidikan agama. Dalam UUP dan KHI telah 

menyebutkan bahwa salah satu kewajiban suami adalah 

memberikan pendidikan agama kepada istri. Maka perkawinan 

menjadi jalan dalam menyempurnakan agama dan mendapatkan 

pendidikan agama. Namun perkawinan yang dilangsungkan di usia 

dini berkonsekuensi terjadinya perceraian. Bahagian dari 

memelihara agama adalah mengamalkan Alquran dan sunnah 

Rasulullah dengan menikah. Kaitannya dengan penetapan Hakim 

Tunggal dalam perkara dispensasi nikah adalah diharapkan Hakim 

bisa lebih dekat dan memberikan nasihat terkait bagaimana 

memelihara agama dalam pernikahan karena anak yang dibawah 
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umur masih membutuhkan arahan dan bimbingan terkait hal 

tersebut.17 

b. Memelihara jiwa (hifzh al-nafs) merupakan hal yang harus 

dipertahankan, karena Allah tidak menginginkan manusia 

melakukan perbuatan yang mengancam jiwanya, termasuk bunuh 

diri adalah perbuatan yang dilaknat. Dalam kaitannya dengan 

Hakim Tunggal dalam perkara dispensasi anak, merupakan 

pertimbangan yang sejalan dengan konsep pemeliharaan jiwa (hifzh 

al-nafs). sebagai contoh yaitu : ketika anak memberikan keterangan 

itu tidak merasa tertekan dalam memberikan keterangan, karena 

tidak dihadapkan dengan tiga Hakim yang dirasa terlalu 

mengintimidasinya. Dan juga anak dalam memberikan keterangan 

pikirannya tidak akan ketakutan. Dari sini dapat disimpulkan 

bahwa dengan adanya Hakim Tunggal dalam dispensasi anak itu 

sejalan dengan Maqasid Syariah. 

c. Memelihara akal (hifzh al-aql) secara umum adalah mendapatkan 

pendidikan yang layak. Pertimbangan hakim MA dalam 

mengeluarkan Perma No. 5 Tahun 2019. Adanya Perubahan Hakim 

Majelis menjadi Hakim Tunggal menjadikan anak dalam 

memberikan keterangan pikirannya lebih terbuka dan lebih bersih 

karena bisa membantu dalam proses pemeriksaan saksi. Dan anak 

diharapkan bisa lebih tenang dalam memberikan keterangan. 
                                                             

17 Hamzah, “Telaah Maqasid Syariah Terhadap Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017 
Tentang Batas Usia Nikah”, AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan 
Kemanusiaan IAIN Bone, Vol. 1 : 1 (Juni 2019), hlm. 78 
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Konsepsi pemeliharaan akal adalah agar anak tidak tertekan dan 

anak bisa memikirkan dirinya dimasa depan dengan.18 

d. Memelihara keturunan (hifzh al-nasabh) dalam kaitannya dengan 

Hakim Tunggal dalam Perkara dispensasi anak. Jalan terbaik untuk 

menghindari perbuatan zina adalah dengan menikah walaupun usia 

belum mencukupi untuk menikah, dalam hal ini hakim benar – 

benar harus memikirkan yang terbaik untuk anak. Dengan Hakim 

Tunggal, agar mudah dinasehati oleh Hakim, karena usia yang 

masih sangat muda akan sangat rentan atau berpotensi melahirkan 

prematur, bayi lahir cacat dan bayi lahir dengan berat badan 

rendah. Potensi buruk terhadap bayi yang dilahirkan dari ibu di 

usia 16 tahun berakibat buruk pada bayi dan ibunya. Dengan 

pertimbangan kemaslahatan bayi yang dilahirkan nantinya normal 

dan tidak cacat. Kualitas keturunan sangat ditentukan dengan 

kematangan dan kesiapan seorang ibu untuk hamil dan melahirkan. 

Oleh karena itu, adanya Perma tersebut akan lebih mempermudah 

Hakim memberikan nasehat kepada anak dan agar persidangan 

lebih cepat, efisien yang telah memformulasikan Hakim Tunggal 

sejalan dengan konsep maqashid syariah dalam pemeliharaan 

keturunan. 

e. Memelihara harta (hifzh al-mal) dalam kaitannya dengan Hakim 

Tunggal dalam perkara dispensasi nikah adalah Hakim Tunggal 
                                                             

18 Hamzah, “Telaah Maqasid Syariah Terhadap Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017 
Tentang Batas Usia Nikah”, AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan 
Kemanusiaan IAIN Bone, Vol. 1 : 1 (Juni 2019), 79-80 
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akan lebih leluasa memberikan nasehat kepada anak bagaimana 

menggunakan harta dengan baik secara umum membelanjakan 

harta dijalan yang diridhoi Allah swt. Karena memang diusia yang 

masih muda yaitu dibawah 16 tahun, tidak matang secara fisik dan 

psikis. Tingkat kematangan dalam melakukan pengelolaan 

keuangan belum memadai. Pendidikan yang rendah akan 

mengakibatkan seseorang dalam menajemen keuangan tidak 

terencana. Perancangan keuangan tidak baik akan mengakibatkan 

keberlangsungan hidup keluarga tergangu. Sementara salah satu 

faktor yang memicu percekcokan keluarga adalah masalah 

pengelolaan keuangan keluarga yang tidak baik. Oleh karena itu, 

dalam usia anak dianggap tidak matan dalam aspek menejemen 

pengelolaan keuangan keluarga, sehingga konsep pemeliharaan 

harta dalam kaitannya dengan pekawinan di usia belia berakibat 

buruk pada pengelolaan keuangan keluarga.19 

G. Metodelogi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (field 

research), yaitu penelitian yang data-datanya diperoleh langsung dari 

lapangan. Adapun lokasi pengumpulan data adalah Pengadilan Agama 

Slema. Dan mengambil data primer langsung dari lapangan yang telah 

                                                             
19 Hamzah, “Telaah Maqasid Syariah Terhadap Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017 

Tentang Batas Usia Nikah”, AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan 
Kemanusiaan IAIN Bone, Vol. 1 : 1 (Juni 2019), 80 – 81  
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melewati analisa secara intensif dari semua data-data dan informasi 

yang telah dikumpulkan. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu data dari putusan 

yang kemudian dianalisis yang mengarah pada penelitian hukum 

normatif, penyusun menganalisis data yang diambil dari putusan 

kemudian dianalisis menggunakan teori (norma) mengenai adanya 

perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal dalam perkara 

dispensasi Nikah berdasarkan perspektif hukum Islam.  

3. Pendekatan  

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan Normatif. Pendekatan normatif adalah menelaah dan 

menganalisis undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang terjadi.20 Penyusun menggunakan 

putusan, peraturan perundang-undangan maupun pendapat hukum 

sebagai bahan sekunder21 dan wawancara langsung dengan hakim atau 

data yang diambil dari lapangan yaitu dari Pengadilan Agama Sleman 

menjadi bahan primer. Penyusun juga menggunakan dasar hukum dari 

hukum Islam, baik itu Al-Qur’an, Hadis, maupun Fikih. 

4. Teknik pengumpulan data 

                                                             
20 Dr. Bachtiar, S.H., M.H., Metode Penelitian Hukum, (Pamulang -Tangerang Selatan : 

UNPAM PRESS, November 2018), hlm. 82 
21 Pengertian Penelitian Hukum Normatif, https://idtesis.com/pengertian-penelitian-

hukum-normatif-adalah/ , akses pada 24 september 2021. 
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Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

dilakukan dengan cara berikut: 

a. Wawancara (interview), digunakan sebagai teknik untuk 

mengumpulkan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti dan juga 

apabila peniliti ingin mengetahui hal-hal mengenai responden secara 

mendalam. Metode yang digunakan dalam wawancara dapat dilakukan 

secara terstruktur maupun tidak terstruktur dapat dilakukan melalui 

tatap muka (face to face) maupun degan menggunakan telepon, yaitu 

dengan mengajukan pertanyaan secara terbuka, sehingga jawaban 

responden tidak terbatas pada beberapa pertanyaan saja dan responden 

bebas mengemukakan apapun selama tidak keluar dari konteks 

pembicaraan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung 

maupun tidak langsung atau melalui telepon dengan Hakim dan 

Panitera Pengadilan Agama Sleman, wawancara ini dilakukan untuk 

menggali informasi terkait permohonan dispensasi nikah di Pengadilan 

Agama Sleman.22 

b. Dokumentasi adalah mengumpulkan atau mencari data mengenai hal – 

hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dengan 

demikian peneliti mencari dan memperoleh data-data mengenai jumlah 

permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Sleman dari 

                                                             
22 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, (Bandung : 

ALFABETA, 2013), hlm. 234-235 
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tahun 2018-2020, serta salinan-salinan putusan hakim Pengadilan 

Agama Sleman terkait putusan permohonan dispensasi nikah.23 

5. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer diambil dari wawancara langsung dengan 

hakim atau data yang diambil dari lapangan yaitu dari Pengadilan 

Agama Sleman. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diambil dari putusan, peraturan perundang-

undangan maupun pendapat hukum dan juga menggunakan dasar 

hukum dari hukum Islam, baik itu Al-Qur’an, Hadis, maupun 

Fikih. 

6. Analisis Data 

Teknik analisis kualitatif yang dilakukan peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan atau menyatukan 

hasil wawancara (interview), dokumentasi, yang kemudian 

disatukan. 

2. Reduksi data yaitu cara yang dilakukan peneliti untuk 

mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal – 

hal yang tidak perlu atau tidak penting dan mengatur data 

sedemikian rupa sehingga dapat menarik keimpulan. 

                                                             
23 Dr. Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Atau Praktik (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1991), hlm. 274 
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3. Sajian data yaitu gambaran yang jelas tentang data keseluruhan, 

yang pada akhirnya akan menyusun kesimpulan, sehingga penulis 

menyusunnya ke dalam penyajian data dengan baik dan jelas agar 

mudah dipahami. 

4. Penarikan kesimpulan yaitu sudah dimulai dari awal proses 

diperolehnya data. Oleh karena peneliti sebagai instrument 

penelitian, sehingga setiap data dicek kevaliditasnya. Dengan 

model analisis interaktif maka peneliti dapat mengambil sebuah 

kesimpulan.24 

H. Sistematika Pembahasan  

Dalam penelitian ini penulia membagi pembahasan kedalam lima 

bab untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini : 

Bab pertama, yaitu berisi pendahuluan yang meliputi latar 

belakang masalah yaitu yang mendasari penulis untuk melakukan 

penelitian, rumusan masalah yaitu pertanyaan yang digunakan untuk 

membatasi pembahasan dalam penelitian ini, tujuan dan kegunaan 

penelitian yaitu manfaat dilakukan penelitian dari segi teoritis maupun 

praktis. Selanjutnya ada telaah pustaka yaitu untuk menjelaskan posisi 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti, kerangka 

teoritik yaitu menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian, metode penelitian yaitu menjelaskan cara untuk mengumpulkan 

data dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan. 

                                                             
24 Subandi, “Deskripsi kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukan”, 

Jurnal HARMONIA, Vol. 11 : 2, (Desember 2011), hlm. 178 
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Bab kedua, yaitu berisi pembahasan mengenai gambaran umum 

terkait Batas Usia Nikah yang berisi pengertian perkawinan, Syarat dan 

rukun perkawinan, Usia Nikah menurut perspektif Hukum Islam dan Usia 

Nikah menurut perspektif Hukum nasional. Selanjutnya Dispensasi Nikah 

yang berisi Dispensasi Nikah menurut Hukum nasional, alasan diajukan 

permohonan dispensasi nikah, proses pengajuan perkara permohonan 

dispensasi nikah. 

Bab ketiga, yaitu terkait dengan gambaran umum Pengadilan 

Agama Sleman, dan dispensasi nikah setelah dikeluarkan PERMA No. 5 

Tahun 2019 yang berisi perubahan Undang-Undang setelah lahirnya 

Perma dan efektivitas Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal Penerapan 

PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sleman. 

Bab keempat, yaitu penjelasan terkait konsep Maqashid syariah 

sebagai perspektif, analisis data alasan perubahan Hakim Majelis menjadi 

Hakim Tunggal dalam Perkara Dispenasi Nikah dan tinjauan 

menggunakan teori Maqashid syariah, yang merupakan data hasil 

penelitian. 

Bab kelima, yaitu penutup yang berisikan saran, kritik, masukan, 

usulan, rekomendasi dan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, 

maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Adapun alasan dari adanya perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim 

Tunggal adalah karena subjeknya adalah anak dan perkara Dispensasi 

Nikah ini dianggap perkara ringan yang tidak memiliki lawan hanya ada 

pemohon dan bisa disamakan seperti Tipiring (Tindak Pidana Ringan), 

dan juga seperti pidana anak yang terjadi pada Pengadilan Umum. 

2. Perubahan dari Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal ini sejalan dan 

sangat sesuai dengan Maqashid Syariah yaitu memelihara Agama, Jiwa, 

Akal, Keturunan, Harta. Dengan adanya Hakim Tunggal ini dapat 

memberikan atau membuat anak atau para calon mempelai memberikan 

keterangan dalam persidangan lebih leluasa tanpa adanya rasa takut, 

tekanan paksaan, dari pihak manapun. Karena Hakimnya tunggal dan 

tidak memakai atribut (toga). 

3. Dengan adanya Hakim Tunggal ini proses persidangan atau pemeriksaan 

perkara dispensasi nikah menjadi lebih efektif dan efisien. 
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B. Saran  

Berdasarkan penelitian diatas penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal dalam perspektif 

Maqashid syariah memang sejalan, tetapi disini penulis memberikan 

saran untuk setiap pemeriksaan dilakukan secara santai tetapi tegas agar 

tercipta suasana nyaman dan anak juga tidak merasa tertekan ataupun 

takut dalam persidangan dan juga putusan harus selalu mengutamakan 

kepentingan terbaik bagi anak terlepas dari pertimbangan yang lain. 

Yaitu mengutamakan aspek-aspek yang berkenaan dengan kemaslahatan 

anak. agar bisa membangun dan membina rumah tangga sehingga 

terwujud keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah dan jauh dari 

hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi perceraian yang sangat di 

Benci oleh Allah SWT. 

2. Hakim Tunggal ini karena perkara dispensasi nikah ini dirasa perkara 

yang ringan, jadi penulis berharap agar Hakim tunggal dalam menangani 

perkara dispensasi nikah ini bisa lebih baik lagi dalam penanganan 

perkara dan melihat urgensitas dari para pemohon, meskipun perkara 

dispensasi nikah ini dianggap perkara yang ringan tetapi diharapkan para 

Hakim dalam memutuskan harus benar-benar mempertimbangkan dan 

sigap dalam memberikan putusan. 
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3. Kasus Dispensasi nikah setiap tahunnya semakin bertambah lebih khusus 

di Pengadilan Agama Sleman, peran orangtua sangat dibutuhkan dan 

harus ditingkatkan lagi dalam pergaulan anak, untuk menghindari anak 

dari pergaulan bebas yang menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, 

salah satu cara untuk mencegah terjadinya atau meningkatnya angka 

dispensasi nikah adalah peran orangtua. 
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